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EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 - 2023

Oleh:
Muhamad Gito

ABSTRAK

Kata Kunci: Evaluasi; Penyusunan, Perencanaan; Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*(RPJM Desa) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan dan dijadikan dasar dalam menyusun RKP Desa
dan APB Desa, untuk itu harus disusun secara baik. Penelitian ini bertjuan untuk
mengevaluasi penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 — 2021 dan mengetahui
faktor penghambat dalam penyusunan tersebut. Indikator evaluasi yang dipergunakan
meliputi pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan
kabupaten, pengkajiaan keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui
musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan.penetapan RPJM Desa. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan memperioritaskan wawancara
sebagai alat pengumpulan data utama dan dikuatkan dengan observasi serta dokumentasi.
Data yang terkumpul kemudian. dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi
empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti.Yang menjadi
key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pandau Jaya, dan informannya adalah
Tim Penyusun RPIJM Desa Pandau Jaya. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer
dikumpulkan dengan menggunakan . teknik . wawancara, serta data sekunder yang
dikumpulkan menggunakan teknik observasi'dan dokumentasi. Sementara teknik analisis
data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data (pengelompokan), penyajian
data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai
dan menyimpulkan bahwa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Pandau Jaya Tahun 2017 — 2023 masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya adalah tidak adanya
pendidikan dan pelatihan yang diberikan oelh. Pemerintah Kabupaten Kampar, kurang
tersedianya sarana dan prasarana untuk menyusun RPJM Desa, tidak adanya pendampingan
yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dan terbatasnya waktu yang dimiliki
oleh tim untuk bisa mengerjakan RPJM Desa. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan
terutama berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan penyusunan RPJM Desa dan
pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Kepala Desa dalam
mengangkat tim harus mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan waktu dari yang
akan diangkat.

XVi



EVALUATION OF THE PREPARATION OF MEDIUM-TERM
DEVELOPMENT PLAN PANDAU JAYA VILLAGE, SIAK HULU
DISTRICT, KAMPAR REGENCY, 2017 - 2023

By :
Muhammad Gite
ABSTRACT
Keywords: Evaluation, Preparation, Planning, Development

The Village Medium-Term. Development Plan/((RRPIM Desa) is a-planning document
for a 6 (six).year period and.is used as the basis for'preparing the Village RKP and
Village Budget, for this reason it must be prepared properly. This study aims to
evaluate the preparation of the RPJM for Pandau Jaya Village in 2017-2021 and find
out the inhibiting factors in the preparation. The evaluation indicators used include
the formation of the Village RPJM drafting team, alignment of district development
policy directions, assessment of village conditions, preparation of village
development plans through village deliberation, drafting of the Village RPJM, and
determination of the Village RPJM. The research method used is a qualitative
method, by prioritizing interviews as the main data collection tool and strengthened
by observation and documentation. The data collected is then used as the main raw
material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of
research objectives at the location studied. The key informant in this study was the
Pandau Jaya Village Head, and the informant was the RPJM Drafting Team of
Pandau Jaya Village. The type-of-data used.consists of primary data collected using
interview techniques, and secondarydata collected using observation and
documentation’ techniques. While the data analysis techniques used are data
collection, data  reduction (grouping), data presentation, conclusion drawing and
verification. Based  on this analytical -technique, the researchers assessed and
concluded that in the Preparation of the Medium-Term Development Plan of Pandau
Jaya Village for 2017-2023 there were still some.that were not in accordance with the
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Village
Development Guidelines. The inhibiting factors in the preparation of the Pandau Jaya
Village RPJM are the absence of education and training provided by the Kampar
Regency Government, the lack of available facilities and infrastructure to prepare the
Village RPJM, the absence of assistance from the Kampar Regency Regional
Government, and the limited time the team has to be able to working on the Village
RPJM. Recommendations that need to be considered, especially with regard to
education and training in the preparation of the Village RPJM and assistance from the
Kampar District Government, as well as the Village Head in appointing a team must
consider the capabilities and availability of time from those who will be appointed.
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PENDAHULUAN

desa adalah
Berdasarkan pola pemikiran aksud, dimana desa berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di



desa. Perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Pandau Jaya ini merupakan rencana strategis Desa Pandau Jaya
untuk mencapai_«tujuan dan-cita-cita desa.~RPJM Desa, tersebut nantinya akan
menjadi-dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan perencanaan tingkat
kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan.dengan baik maka kita akan memiliki
sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan
kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti patisipatif, transparan dan
akuntabilitas.

Otonomi desa hadir memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau, hak taradisional yang diakui dan
dihormati dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila,
Undang — Undang Dasar Negara.Republik.lndonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai konsekwensi dari dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, yang memberikan peluang kepada desa untuk lebih mempunyai

peran dalam pembangunan desa. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6



tersebut dikatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, masyarakat, hak asal
usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indenesia.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada pasal 1 angka 3
dikatakan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi
landasan dalam penyelengagaraan pemerintahan, desa, dan-desa menjadi sasaran
penyelenggaraan aktifis pemerintahan dan pembangunan. Desa memegang peran
penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar
rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar
dalam menciptakan stabilitas nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah
desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan
pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78
ayat 1 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan



melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan landasan Undang-Undang.Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa
mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana. Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan sRencana Kerja Pembangunan Desa
(RKPDes). ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan
pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program —
program desa yang disertai dengan rencana desa dan_ditetapkan dengan Peraturan
Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Pembangunan desa
merupakan implementasi akhir dari perencanaan pembangunan nasional. Sistem
pembangunan yang telah digulirkan oleh pemerintah selama ini masih belum optimal
ditinjau dari kebutuhan masyarakat desa secara prioritas, sehingga untuk mencapai
pembangunan nasional secara berkesinambungan dan benar-benar dapat menyentuh
kebutuhan masyarakat,. maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Kemudian kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa diharapkan
memberikan pedoman bagi setiap desa yang ada di Negara Republik Indonesia dalam
membuat rencana pembangunan kedepan. Arti penting Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa yaitu untuk menciptakan pembangunan desa yang berjalan
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terencana dan terstruktur dengan baik seperti yang diharapkan oleh Negara Republik
Indonesia. Pada pasal 7 ayat 3 dikatakan penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan

kegiatan yang meliputi:
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Perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai
aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan aset desa. Kemudian dari aspek dan
keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam

bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan aset dan nilai serta
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potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat
jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan

pihak luar.

n. Pembangunan
ekanisme dan
tahapan penyusunan M D : ni P & agri di harapkan
desa akan memg VI De Al esa dan Rencana Kerja
Pemerintah De ah satu ) da di desa.

Desa P aya adala :' al Jess yang ada di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang terbentuk pac 2000 dengan jumlah

2.2
e
- -

3.Dusun 111
4.Dusun IV
5.Dusun V
Batas Wilayah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
adalah sebagai berikut :
-Sebelah Utara : Berbatas dengan JL.Raya Pasir Putih
-Sebelah selatan : Berbatas dengan Sei-Tangon

-Sebelah Barat : Berbatas dengan Sungai Sialang



-Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Baru

Kecenderungan selama ini perencanaan pembangunan di desa belum
berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan hal itu jugalah
yang terjadi dalam menyusun.Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pandau_Jaya. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan desa harus
disusun dengan dasar peraturan:'erundang s undangan seperti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun. 2014  Tentang Pedoman
Pembangunan Desa, sehingga proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan tersebut.

Meskipun Desa Pandau Jaya telah melaksanakan penyusunan RPJM Desa,
namun masih ada beberapa fenomena yang dijumpai, karena ada beberapa hal yang
tidak bisa dilaksanakan oleh tim penyusun, sebagaimana diatur oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia_ Nomor. 114+~Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa yaitu :

1. Dalam melakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023 tim
tidak bisa melakukan penyelarasan dengan rencana strategis satuan kerja
perangkat daerah kabupaten Kampar, karena pada saat dilakukan penyusunan
RPJM Desa Pandau Jaya belum adanya rencana strategis dari satuan kerja
perangkat daerah kabupaten Kampar yang dibutuhkan oleh tim penyusun RPJM
Desa. Padahal dalam pasal 10 ayat 4 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut dijelaskan bahwa tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan

dengan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
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2. Pada saat melakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya juga tidak bisa
diselaraskan dengan rencana umum dan rencana rinci dari tata ruang wilayah

kabupaten Kampar, karena Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana

N yang diatur

Dalam Negeri

LA ntuk melakuakan
~ 5
L ﬂ yusunan Rencana
bl

~Jay <ecamatan Siak Hulu

penelitian
Pembangu

Kabupaten
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C. Tujuan dan Kagunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengevaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

gi pemerintah Desa
elah ditetapkan.
hak lain yang akan

[ AU
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

peneitian dar andasa ) ’1 yang digunakan

merupakan rang yang akan d ahan penelitian ini.

1. Pemeri

Menurut Syafiie (2011:8) IImu Peemerintahan adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana melaksanakan pengurus (eksekitif), pengaturan (legslatif), kepemimpinan

dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan
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pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gajala pemerintahan secara baik dan

benar.

Syafiie (2011:8) Ilmu pemerintahanadalah ilmu yang
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ilmu mempelajari pro nilai-nilai didalam sebuah

h"\m‘»
masyarakat )dalam penyelenggara ah sebuah Negara.

Menurut Budiarjo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala

kegiatan yang teroganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan,

berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memilikin

tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.
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Ndraha (2011:364) pemerintahan adalah proses pemenuhan (penyediaan)
kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil kepada setiat

orang pada saat diperlukan. Jadi pemerintahan selalu menyangkut dua belah

ggunaan kekuasaan
kebijakan dalam

enetapkan perintah-

yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintahan adalah
organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses

pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.
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Menurut Labolo (2011:20) pemerintahan menunjukkan pada aktivitas

kekuasaan dalam berbagai ranah publik dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan,

mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga

Menurut Surbakti (1992:168), istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda
artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan

Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan
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Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau

ditinjau dari tiga aspek yaitu:

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan

AN

b. an engandung arti
hubungan secara
5 ; sar tertentu demi

Apainya tuj
C. i ; i a emerintahan berarti
emiliki dua fungsi

dasar, yaitu:

a. Fungsi pelayanan yaitu fungsi

publik yang tidak dapat

diprivasitisasikan termasuk jasa kam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagali

provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

15

mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya

termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

diatas jelas bahwa . fungsi pemerintah dalam

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau
kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan

suatu sasaran serta maksud tertentu.
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Kaloh (2007:260) mendefinisikan kebijakan sebagai wewenang pembuatan

keputusan.

Budiardjo (2008:20) kebijakan adalah suatu_kumpulan keputusan yang

pemerintahan @ engika Y al, eti : an guna menepati

pertanggun

Sitep oubli 0d ang memperjuangkan
kepentingan g filo /3 ansyaratk rlibatan publik sejak awal

sampai akhir.

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
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b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.

Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-

undang.

dan kepe a dasa aitu: pertama, dalam

konteks bagair E skan kebi si_kebijakan); kedua,
bagaimana kek J : liimple S lan® ketiga, bagaimana

kebijakan

kehidupan be ar | ibadi atau golongan
melainkan se : sejumlah masyarakat
didaerah. & :

<o

Neled

U

Q ﬁ ebijaksanaan sebagai langkah
i “‘-

tindakan yang secara sengaja d seseorang aktor atau sejumlah aktor
berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi.
Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang
sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang

dihadapi.
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Abidin, (2004:56), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk
diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian Kriteria.

Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara

b.
c an dengan sumber
anya tidak bersifat
spesifik dan Sebab itu kebijakan
publik berfungsisse DEC el an keputusan-keputusan

pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Tjokroamidjojo dalam islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan

sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam
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memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang

terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Kemudian menurut Islamy dalam buku prinsip-prinsip kebijaksanaan negara

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka
melaksanakan pencapaian tujuannya. Selanjutnya alasan mengapa program Kkerja

menjadi sesuatu yang penting dan harus disusun, yaitu:
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1. Lebih Efisien

Dengan adanya program kerja maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu

selama kepengurusan wa lainnya bisa dipakai untuk

lainnya.

5. Evaluas

DI disay yepepe fur udwnyo(

ditetapkan tersebut memang ntuk dipertahankan, perlukah diganti

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh

pemerintah daerah bukan oleh swasta;
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b. Evaluai efektifitas. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang
dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai

dengan tujuannya;

diantaranya sebagai berikut :

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu

tindakan (pelaku, treatment) tolak ukurnya adalah before.
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2. Model das sollen-dassein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan

yang senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen.

. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaituperbandingan antara kelompok

3. alui evalt ah output benar-benar sampai

penyimpangan.

4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari

kebijakan tersebut.
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6. Pembangunan

Menurut Ginanjar Kartasasmita (2007:13) memberikan pengertian yang lebih

sederhana tentang pembangunan, yaitu sebagai suatu.proses perubahan ke arah yang

Shoemaker (200 pengertian pembangunan merupakan

Udnae
suatu jenis perubahan sosial dime paru diperkenalkan kepada suatu sistem
sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih

tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.
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Kleinjans (2007) mendefinisikan pembangunan yaitu suatu proses pencapaian

pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu

kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

7. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB |

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala
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Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

%ﬂ@wmnﬁ@}ﬁ‘ ayat (1) adalah
N .

Pemerintah Desa
adalah merupa Sin al daripada kesa @t desa. pemerintah
Desa diselengga iba Desa beserta para

pembantunya (Pers g A 3 a a hubungan keluar

otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah,
sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa
tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

26

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut

dan menuntut dimuka pengadilan.

Menurut Kartohardikoesmo dalam Surianingrat (1992:140) Otonomi Desa

embalikan seperti

Sipasi masa depan.

Tahun 2017-2023.

Gambar I. 1. : Model Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023
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Kebijakan Publik

!

Evaluasi

. Penyelarasan

. Pengkajian ke

. Penyusunan ra

. Penyusunan re

PJM Desa Pandau Jaya

. Pembentukan

strategis  satuan  kerja

pembanguna
RPJM Desa Pandau Jaya

um dan rencana rinci tata

. Penyusunan reng

. paten Kampar.
melalui musya

melalui

Sesuai / Tidak Sesuai

C. Konsep Operasional
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Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam
pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel,

dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Untuk kesamaan

emerintahan  oleh

am mengatur dan

esa sebagai unsur

: *&l : at BPD adalah lembaga
%,

Pemerintahan Desa sebe

A A

<
2208 5
T

d dalam  penyelenggaraan
L\ N

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pandau Jaya.

5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa

Pandau Jaya.
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6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia di desa Pandau Jaya dalam rangka mewujudkan

berfungsi sebagai

esa tahunan.

10. qitu c manfaat atau sasaran

11.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

D. Operasional Variabel
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Tabel 1. I: Operasional Variabel
Konsep Variable Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Kebijakan Evaluasi a. Pembentukan Desa  selaku
publik
merupakan selaku

pejabat
pemerintah
dan instansi
instansi

pemerintah
dalam proses
penyelengga
raan negara
(Sumaryadi,
2005:15).

c. Pengkajian
keadaan desa.

. Rencana rinci tata ruang
wilayah kabupaten/kota.

Rencana

ditetapkan
an Kepala

pembangunan

kawasan perdesaan.

Penyelarasan data desa.

Penggalian
masyarakat.
Penyusunan

gagasan

laporan hasil

pengkajian keadaan desa.

30
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d. Penyusunan

g.

rencana

pembanguna

Penetapan
RPJM Desa

a. Laporan hasil pengkajian

keadaan desa.
nusan arah  kebijakan

ra. disampaikan
' @‘.’ sun RPJM

perencanaan
Inan desa Yyang
untuk membahas
menyepakati
ancangan RPJM Desa.
. Musyawarah perencanaan
pembangunan desa diikuti
oleh  pemerintah  desa,
Badan  Permusyawaratan
Desa, dan Unsur
Masyarakat.

. Kepala desa mengarahkan

Tim penyusun RPJM Desa
melakukan perbaikan
dokumen rancangan RPJM

31
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b. Rancangan RPJM Desa
menjadi lampiran
rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

c. Kepala Desa menyusun
rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

d. Rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa
dibahas dan disepakati
bersama oleh Kepala Desa
dan Badan
Permusyawaratan Desa

ditetapkan menjadi

32
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BAB 111

METODE PENELITIAN

mengklarifikasi menga il evaluasi terhadap
masalah (Sug dalam penelitian
ini adalah berdasarkan hasil
wawancara asil observasi dan
dokumentasi dilapanga : tode an 5 memperoleh hasil

penelitian y

baik dari agama, suku, budaya, adat'istadat dan  memiliki penduduk 34.288 jiwa.
Selain itu Desa Pandau Jaya juga memiliki sumber daya manusia yang bagus, yang
diharapkan akan memberikan kontribusi untuk kemajuan desa ini, terutama dalam

membuat perencanaan pembangunan.
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C. Informan penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan

purposive engan  pertimbangan yang ditunjuk
mengetahui

pertimbang : A ar J!' emberikan jawaban

yaitu , Sekretaris Desa, Ketua LPM, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Pendidikan, Tokoh Kesehatan, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.
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Tabel 1.2: Susunan Informasi Penelitian

No Nama Umur | Pendidikan Jabatan
1 | Firdaus Roza 60 SLTA Pembina (Kepala Desa)
2 | M. Yani Yahya 0 S (Sekdes)
3 | Zulkifli L ) etua LPM)
4 |1Ir.Nu ( gkat Desa)
5 | Munir, NI Wz’?; ngkat Desa)
6 | Safrul Rajab, M A oh masyarakat)
7 | Yendri Nazir 4 koh Masyarakat)
8 | Moh. Huj koh Pendidikan)
9 | Haryanto ¢ 5( S. koh Kesehatan)
10 | Dasmiarni 48 k SLT okoh Perempuan)
11 | Benny Ma 42 t S1 okoh Pemuda)
12 | Kasman Si ; :
Sumber: Ka anda
o D
Selara M e sampling tersebut,
maka Sugiyono osive sampling adalah
o L]
teknik pengambila r , misalnya orang tersebut
yang dianggap paling ta g pkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memuda iti menjelajahi obyek/situasi sosial yang

diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan kunci (key informan) adalah Kepala
Desa Pandau Jaya dengan pertimbangan bahwa pembentukan tim penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa di bentuk oleh Kepala Desa, sehingga

diharapkan Kepala Desa Pandau Jaya dapat memberikan informasi yang lebih akurat
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tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017-2023 di
Desa Pandau Jaya. Sedangkan pertimbangan untuk Ketua tim penyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Tokoh masyarakat sebagaimana yang

penelitian a ambah s : elama masa penelitian
berlangsun nfo /anc nka ih bersifat sementara.
Hal ini dis
para informan ye a awancarai sesuai_de han penelitian ini. Oleh
karena itu, siapa yar enj g : a baru dapat diketahui

setelah penel

kelapangan, setelah sampai kelapangan boleh saja berubah sesuai dengan

keadaan.
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2. Serial selection of sample units: menggelinding seperti bola salju (snow ball),
sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah

diwawancarai.

sej

Vz $ " g
s ..’A : ‘ an dilakukan terus
Yo A s

Yol

o

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see
that other form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the
human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument ghas been

used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed
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that is grounded in the data that the human instrument has product”. Yang terjemahan

dalam Bahasa Indonesianya :

“pilihan instrumen dalam penelitian naturalistik adalah manusia. Kita akan

melihat bah da tahap selanjutnya
dari pe ndalan. Tetapi
N : | AS IS iy

jika manusia te gunakan-instrume awal penelitian,

“Dalam penelitia alitatif, tidak ada pilihan lain dari 1 di manusia sebagai

instrument peneliti : A pala sesuatunya belum

ditentukan seca 8 s sek 3gala sesuatu masih perlu

satunya yang dapat mencapainya”.

Selain penulis sendiri yang menjadi instrumen pertama dalam penelitian ini,
instrumen pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang

akan dilakukan terhadap informan penelitian.
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E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang representatif akurat dalam penelitian ini maka

jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

teknik pengumpulan data sebagai be

1. Teknik Interview (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan
memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan

permasalahan yang ada. Penulis menggunakan langsung teknik wawancara
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agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewancarai objek yang dianggap

dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang

dianggap terjadi karena langsung dari sumber terpecaya.

sebuah

‘ informasi sesuai
3. entasi yaitu te Cr l_ an d yan dilakukan dengan
un dalam bentuk

embuktikan bahwa

Adapun jadwal ) an yang ulis lakukan dapat dilihat tabel

dibawah ini:

Tabel 11. 1: Jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-
2023
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Bulan, Minggu dan Tahun Ke

No | Jenis Kegiatan Agts Sep Okt Nov Des
2021 2021 2021 2021 2021
112/3/4/1[2]3 2|3 2|3 2|34
1 | Penyusunan UP dan
Bimbingan
2 | Seminar UR
3 | Revisi.UP
4 Revisi  Pertanyaan
\Wawancara
5 | Rekomendasi Survay
6 | Survay Lapangan
7 | Analisi Data
8 | Penyusunan Laporan
Hasil Penelitian
9 | Konsultasi  Revisi
Skripsi
10 | Ujian Konfereh
ensif Skripsi
11 | Revisi dan
Pengesahan Skripsi
12 | Penggandaan  dan

Penyerahan Skripsi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Sejarah Ring )esa Pandau Jaya

3. Desa Tanah Merah.
Sebagai PJS Desa Pandau Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di
tunjukan Bapak H. Syafaruddin hingga tahun 2004. Nama Desa Pandau Jaya diambil

dari salah satu Developer Puskopkar Pandau Permai.
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Pada tahun 2004 diadakan pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya yang pertama

pemilihannya dilakukan secara langsung yang diikuti oleh 3 orang Calon Kepala

Desa, yaitu Bapak H. Jalil Jamil , Alfian, SH, dan H. Syafaruddin. Pada pemilihan

tersebut Bapak H: Syafaruddin.mendapat. suara terbanyak dan pada tahun 004

terpilihla Kepala Desa Pandau Jaya yang masa kepemimpinan beliau dari tahun 2004-

2010.

Tabel T11. 1 : Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya.

Tahun

2000-2004

Kejadian Yang Baik

Terbentuknya Desa Pandau Jaya yang
pertama kali dipimpin Kepala Desa
pertama yang bernama Bapak H.
Syafaruddin sebagai PJS sampai tahun
2004.

Kejadian Yang Buruk

2004-2010

Pada tahun 2004 diadakan pemilihan
langsung yang diikuti oleh 3 (tiga)
calon Kepala-,Desa yang cakhirnya
dimenangkan  oleh ““~Bapak H.
Syafaruddin yang masa jabatannya
2004-2010.

2010-2016

Pada tahun 2010 dimana berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa Pandau
Jaya, maka diadakan pemilihan yang
diikuti oleh "3 (tiga) oerang kandidat
yang akhirnya dimenangkan oleh
Bapak H. Marwas sebagai Kepala
Desa Pandau Jaya 2010-2016.

Dari tahun ketahun jumlah
penduduk Desa Pandau
Jaya semakin padat, namun
saat ini disemua sekolah
baik SD, SMP, SMA
kurang ruang kelas/belajar
yang akhirnya  proses
balajar mengajar kurang
optimal, penata pajak yang
kurang baik  sehingga
jumlah jumlah wajib pajak
tidak terlaksana laebih
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kurang 20% dikarenakan
kurang koordinasi dengan
pemerintahan desa.

Dengan berakhirnya masa jabatan | Dalam hal pembangunan
Desa Pandau Jaya maka | desa hingga saat ini fasum
i Kepa eS g Puskopkar

g
1
2017-2023  |dia

Sumber : RPJ
B.
g termasuk dalam wilayah
gan batas batas wilayah sebagai
berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Pasir Putih
b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Sungai Tangon

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sialang
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d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baru
Sedangkan untuk orbitasi atau jarak pusat pemerintahan desa ke-kecamatan

adalah 16 KM, dan jarak pusat pemerintahan desa ke-kabupaten adalah 46 KM.

sebanyak 9.035
asuk Desa yang

ang menetap di Desa

k di Desa Pandau

a. Jumlah laki laki

b. Jumlah Perempuan . }47.457 Orang

c. Jumlah Total (a+b) 34.288 Orang

e. Jumlah Kepala Keluarga 9.035 Kepala Keluarga

f. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) 227 per km

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021
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1. Sosial Budaya Pendidkan

46

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Pandau Jaya dapat dilihat

pada table berikut ini:

Tabel 111. 3. Ti Jaya
empuan
1. Usia \ @ 4
2. Usia 3- gse 93
3. Usia 7-18t 0
4. Usia 7-1 a 587
5. Usia 18- i 0
6. Usia 18- D = 28
7. Usia 18- tidak tamat SLT B 122
8. Usia 18- k tamat SL . 419
9. Tamat S t , 1822
10.Tamat S ) ! 2 1063
11.Tamat Sm EKANBP' @
12.Tamat D-1/ 203
13.Tamat D-2 / se 37
14. Tamat D-3 / seder 2482
15.Tamat S-1/ sederajat 131
16.Tamat S-2 / sederajat 15 12
17.Tamat S-3 / sederajat 5 3
18.Tamat SLB A 0 0
19.Tamat SLB B 0 0
Tingkat pendidikan Laki- laki Perempuan
20.Tamat SLB C 0 0
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Jumlah

10.224

10.880

Jumlah Total

21.112

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

) )le berikut:

1]

=
Tabel

=

W

2 o &

erempuan

® = ' g

=1 e 2

o 3 0

TN .

g E -

- 5 5 '

v = -~

w = '

-l &

w Z 7 15

—

o = 8 28

E X 9 4

E lo 202

=]

— 11 | Pensiunan TNI/POLRI 107 93
Jumlah 1.292 1.244
Jumlah Total Penduduk.....orang 2.536

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021
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3. Agama

Tabel 111. 5: Jenis Agama Masyarakat Desa Pandau Jaya

48

Gedung TK

Jumlah

SD/ Ml

gl B W N -

SLTP/MTS 2

SLTA/MA /MK 2

Lain-lain 2
Jumlah 42

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021
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D. Pemerintah Desa
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi

Tata Kerja Pemeri ‘“‘ Adapun s ‘“ Pemerintah Desa Pandau
Jaya ad «“ “ ““ .

<

pemberdaya

fungsi seba

b. 3mbano pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangu didikan, kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat
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di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga

an Sekretariat Desa.
dang administrasi
pemerint

Dala ak 8 j yai fungsi sebagai
berikut:

a. aka ausaha askah, administrasi surat

penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi  sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
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d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

bertugas [ S nan ” strasi pendukung

pelaksana

surat menyurat, arsip,

o
=4
ng
d
g
o
g
ka

desa, penyediaan

admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
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Gambar I1. 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandau Jaya

BPD

KEPALA DESA

FIRDAUS ROZA

53

SEKRETARIS DESA

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESEJAHTERAAN KASI PELAYANAN

MENIR, S.KOM

SAMSUDDIN.S. Pdi

M. YANI YAHYA

KAUR KEUANGAN

KAUR PERENCANAAN KAUR UMUM

WISDAWATI, SE ZULHENDRA IR.NUR’AINI
KEPALA DUSUN | KEPALA'DUSUN Il KEPALA DUSUN III KEPALA DUSUN IV KEPALA DUSUN V
ADI CANDRA BENNY MALINDO.,SE NAZARUDDIN SUPRIYANTO ZAKIRMAN, SPd
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4. Kepala Seksi
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi

bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

a. K e 1 E d adrkoa anajemen

pembinaan
an, pelaksanaan

an pengelolaan

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
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Adapun tugas Kepala kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai
berikut:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

No

1 Ketua

2 | Wakil Ket

3 Sekretaris

4 | Anggota

Jumlah

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, 61, 62, dan 63:
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa berhak :

. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kepada Pemerintah Desa.

Desa, pelaksanaan

%“‘ .Q‘. emberdayaan
s
=)

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka

Tunggal Ika.

. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat Desa.
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. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,

dan/atau golongan.

. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

ja dengan lembaga

‘\\\\ii‘ 0

)
'
&‘* :'

V=

é

ket .0

‘\\\\“\\\



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

56

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Inf n.dan Informan

2
3
g
£

AHNAEARN

Hulu, Kepe
Jaya, Tim

JJJJJ

Tokoh Mas

dalam menunja 3 i berupa ngkat pendidikan, dan

jenis kelamin.

| il
1. ldentitas Informan Berd a ‘ D
L\ 2

Dari hasil wawancara de Jen dan data yang didapat dari kantor
Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati umur

responden sebagai berikut:
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Tabel 1V. 1: Identitas Responden dilihat dari Umur

57

No | Tingkat Umur (Tahun) Jumlah (Orang)

Persentase (%)

1 ]21-30 0

0%

Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati tingkat

pendidikan responden sebagai berikut:
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Tabel 1V. 2: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persentase

1w
>

el

b ELEH

3. Identias Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara dengan informan dan data yang didapat dari kantor
Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati jenis

kelamin responden sebagai berikut:
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Tabel 1V. 3: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelami

Menengah Desa Desa Pandau Ja

017-2023 dimana penulis melakukan
penelian in,i serta mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan hasil penelian

ini.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Untuk dapat menganalisa dan memahami tentang Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
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Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023, maka penulis menetapkan Kepala Desa
Pandau Jaya sebagai key informan. Sedangkan yang dijadikan sebagai informan
adalah Kasman Simamora (Ketua BPD Pandau Jaya periode 2014 — 2020), dan 10
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka.Menengah Desa Pandau Jaya yaitu
M. Yani-Yahya, Ketua Tim/Sekdes, Zulkifli Sekretaris Tim/Ketua LPM periode
2014 -2019, Ir. Nur’aini Anggota/Kaur Keuangan, Munir S.Kom Anggota/Kaur
Pemerintahan, Syafrul Rajab, SE,M.Si Anggota /Tokoh Masyarakat, Yendri Nazir
S.Sos, M.Si Anggota/Tokoh Masyarakat, Moh. Hujani S.Pd Anggota/Tokoh
Pendidikan, _Haryanto ~SKM  Anggota/Tokoh. -~ Kesehatan, = Dasmiarni

Anggota/Unsur Perempuan, Benny Malindo SE Anggota/Tokoh Pemuda.

Dalam menganalisis dan menilai Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2023 , maka /penulis, menggunakan beberapa indikator yang
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun tata cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
pasal 7 ayat (3) yaitu, Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, Penyelarasan arah
kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Pengkajian keadaan
desa,Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa,
Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan rencana pembangunan desa
melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, Penetapan RPJM Desa.

Dan jangka waktu RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
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huruf (a) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun.

Dari seluruh indikator penelitian diatas a diperoleh jawabannya

lakukan berdas nVawa bebas i C an yang telah
ditetapkan dan dianalisa dalam melakukan awancara ini

dilakukan dengan ke ; 3.Septemberl sampai

Untuk menjelaskan ha pahasan pada penelitian ini, data-
datanya diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin kepada setiap informan
yang dijadikan sumber penelitian atau key informan yang menurut penulis mampu
memberikan informasi yang terpenting berhubungan dengan tujuan penelitian.
Selain dari itu data juga didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam

pembahasan ini penulis memfokuskan pada pasal 7 ayat (3) serta pasal 4 ayat (1)
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huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa.

a. Pembentukan Tim.Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pandau Jaya ters b wulis jabar " penulis dengan

key inform

Nomor 08/PEM/PJ/1/2018. Keterange pala Desa ini dibenarkan oleh Bapak M
Yani Yahya selaku Seketraris Desa Pandau Jaya ( hasil wawancara, Senin 13

September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya ).

Selanjutnya tentang siapa yang menjadi Pembina Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Semua informan yang

diwawancarai memberikan jawaban yang sama yaitu Bapak Kepala Desa. Terkait
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dengan hal ini peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan Bapak
Firdaus Roza pada hari Senin tanggal 13 September 2021, di Kantor Desa Pandau
Jaya. Dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa yang menjadi
Pembina Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya-adalah beliau sendiri, karena ini
sudah menjadi Kketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri. Jadi untuk Pembina Tim-Penytsunan,-RPJMDes Pandau Jaya 2017 -2023

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Kemudian untuk pertanyaan siapa yang menjadi Ketua Tim Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Maka berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya, beliau mengatakan bahwa yang
menjadi Ketua Tim Penyusunan RPJMDes Pandau.Jaya adalah beliau sendiri,
karena secara exopisio Jabatan Ketua Tim tersebut dijabat oleh Sekretaris Desa (
wawancara, Senin 13 September 2021, jam,10.30°WIB, kantor desa Pandau Jaya
). Untuk jabatan Ketua Tim Penyusunan RPJMDes juga sudah sesuai dengan

Permendagri tersebut.

Sedangkan untuk pertanyaan siapa yang.menjadi Sekretaris Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Semua informan
yang peneliti wawancarai menjawab Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Pandau Jaya vyaitu Zulkifli. Berikut hasil wawancara Penulis dengan
Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pandau Jaya yakni Bapak Zulkifli sebagai berikut: Bahwa beliau memang
diangkat oleh Bapak Kepala Desa sebagai Sekretaris Tim Penyusunan RPJMDes

Pandau Jaya. Awalnya Bapak Zulkifli menolak, karena beliau tidak paham dengan
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kegiatan tersebut dan juga tidak bisa computer. Tetapi karena ini amanat dari
Permendagri sebagaimana yang di katakana Pak Kades dan bukan beliau yang
akan mengetiknya, dan ini hanya formaliatas saja, maka akhirnya Bapak Zulkifli
menerima jabatan-tersebut ( wawancara, Kamis, 16 September 2021, Perumahan
Mahang Raya ). Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk
jabatan Sekretaris Tim Penyusunan“RPJMDes Pandau Jaya juga sudah sesuai

dengan Permendagri, walaupun hanya sebagai formalitas saja.

Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah anggota Tim Penyusunan
RPJMDes Pandau Jaya berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya?
Berkaitan dengan ini peneliti melakukan wawancara.dengan Bapak Kepala Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kades, beliau mengatakan bahwa
rencananya untuk anggota Timini, akan mengacu pada Permendagri tersebut.
Tetapi setelah memperhatkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh unsur —
unsur yang pada saat itu, maka tidak mungkin mengakomodir semua yang ada
dalam Permendagri, demi_kelancaran dan maksimalnya kerja tim, maka untuk
anggota tim tidak semuanya sesuail dengan Permendagri. Sehingga untuk anggota
tim berasal dari perangkat desa 3 orang, tokoh masyarakat 2 orang, tokoh
pendidikan 1 orang, tokoh kesehatan 1 orang, tokoh pemuda 1 orang dan tokoh
perempuan 1 orang. Jadi unsur yang tidak terwakili dalam anggota tim adalah
lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa (

wawancara, Senin, 13 September 2021, kantor desa Pandau Jaya ).
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Dari hasil wawancara Penulis terhadap Kepala Desa Pandau Jaya diatas
maka dapat diketahui bahwa unsur yang terlibat didalam Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah Kepala Desa sebagai
Pembina, Sekretaris: Desa Sebagai Ketua,~Ketua  Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat sebagai Sekretaris, dan anggota yang terdiri dari Perangkat Desa,
tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokeh kesehatan tokoh pemuda dan tokoh

perempuan.syarakat.

Untuk jumlah tim sebagaimana diatur dalaam pasal 8 ayat 3 Permendagri
tersebut adalah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, beliau
menjelaskan bahwa RMJMDes Pandau Jaya merupakan dokumen penting yang
sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan
desa dalam kurun'waktu 6 (enam)-tahun.-RPJMDes juga sebagai alat control bagi
public terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya
secara transparan dan akuntabel. Karena RPJMDes ini harus disusun secara baik,
maka kami menetapkan jumlah tim maksimal sebagaimana yang diatur dalam
Permendagri yaitu sebanyak 11"(sebelas) orang (wawancara, Senin 13 September
2021, Kantor Desa Pandau Jaya). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa

untuk jumlah tim sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun2014.

Adapun sebelas orang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Pandau Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1V.4: Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) Pandau Jaya Tahun 2017-2023.
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No | Nama Jabatan Dalam Tim Penyusun
1 | Firdaus Roza Pembina (Kepala Desa)

2 M. Yani Yahya Ketua (Sekdes)

3 | Zulkifli Sekretaris (Ketua LPM)

4 | Ir. Nur’aini Anggota (Perangkat Desa)

5 | Samsuddin, S.Pdi Anggota (Perangkat Desa)

6 | Munir, S.Kom Anggota (Perangkat Desa)

7 | Yendri Nazir, S.Sos;\M.Si Anggota (Tokoh Masyarakat)
8 | Safrul Rajab, SE, MM Anggota (Tokoh Masyarakat)
9 | Haryanto, SKM Anggota (Tokoh Kesehatan)
10 | Moh. Hujani, S.Pd Angogota (Tokoh Pendidikan)
11 | Dasmiarni Anggota (Tokoh Perempuan)
12 | Benni Malindo Anggota (Tokoh Pemuda)

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa, dalam Tim Penyusun RPJMDes

Pandau Jaya terdapat dua orang perempuan Yaitu satu orang dari perangkat desa

dan satu orang lagi dari perwakilan perempuan yaitu Dasmiarni, berarti ini sudah

memenuhi ketentuan dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Kemudian berkaitan dengan Surat Keputusan tentang pengangkatan Tim

Penyusun RPJMDes Pandau Jaya Tahun 2017 2023, berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Kepala Desa dan hasil observasi memang sudah ada Surat

Keputusannya, vyaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Nomor

08/PEM/PJ/1/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017 — 2023.
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Dari hasil wawancara diatas dan diperkuat dengan hasil observasi serta
dokumentasi dapat simpulkan bahwa Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Pandau Jaya (RPPJMDes) tahun 2017 - 2023 telah
dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan:Kepala Desa Pandau
Jaya Nomor O8/PEM/PJ/1/2018, terdiri dari Kepala Desa sebagai Pembina,
Sekretaris Desa Sebagai Ketua,!'KetuaSlLembaga Pemberdayaan Masyarakat
sebagai Sekretaris, dan anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang Perangkat Desa, 2
(dua) orang tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh
perempuan dan tokoh pemuda masing — masing 1 (satu) orang. Dalam
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan. Jangka Menengah Desa
tersebut masih-ada yang tidak sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomaor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu
pasal 7 ayat 2'huruf d yaitu, anggota tim berasal dari perangkat desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur
masyarakat lainnya. Sedangkan untuk anggota tim Penyusu RPJMDes Pandau
Jaya tidak ada anggota yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan

kader pemberdayaan masyarakat desa.

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat 3

huruf (b) mengatakan bahwa salah satu kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa

adalah penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
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Untuk menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, berikut peneliti
uraikan hasil wawancara dengan.key informan.dan informan, serta hasil observasi

dan dokumentasi.

Kegiatan selanjutnyatyang dilakukan‘‘dalam penyusunan RPJM Desa
adalah penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Untuk
mengetahui pelaksanaan kegiatan ini, maka berdasarkan hasil wawancara dengan
Ketua Tim, beliau mengatakan bahwa tim telah berusaha semaksimal mungkin
untuk menyelaraskan RPJM Desa Pandau Jaya dengan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar, dengan cara mempelajari dan
mempedomani Rencana Pembanmgunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kampar Tahun 2017 ~ 2022, kemudian diselaraskan dengan RPJM
Desa Pandau Jaya ( Wawancara, Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau
Jaya ). Hal senada juga disampaikan oleh- anggota tim yang lain dari unsur tokoh
masyarakat yaitu Bapak Safrul Rajab, menurut beliau bahwa tim sudah melakukan
peyelarasan dengan arah kebijakan® perencanaan pembangunan  kabupaten
Kampar yang terdapat dalam RPJM Daerah Kabupatn Kampar Tahun 2017 -2022,
karena RPJM Desa merupakan landasan bagi penyusunan usulan program desa
yang akan dibiayai oleh APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan

APBN, ( Wawancara, Senin, 20 September 2021, Dusun 2 Pandau Permai ).

Berdasarkani hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut diatas,

dan dari dokumen yang peneliti lihat dapat disimpulkan bahwa Tim Penyusun
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RPJM Desa Pandau Jaya telah melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar sebagaimana yang termuat dalam
RMJIMD Kabupaten Kampar Tahun 2017 — 2022. RPJM Desa Pandau Jaya ini
diharapkan mampu memberikan_arah sekaligus menjadi..acuan bagi seluruh
komponen pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi dan arah
pembangunan yang disepakati-bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan
oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatuf, dan saling melengkapi

satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tidak.

Kemudian terkait dengan informast = arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Kampar yang berasal dari rencana strategis satuan kerja perangkat
daerah, anggota tim dari tokoh pendidikan yaitu Bapak Moh. Hujani mengatakan
bahwa Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya tidak mendapatkan informasi
terkait dengan Renstra tersebut, karena pada-saat RPJM Desa Pandau Jaya ini
disusun Renstra dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang
kami butuhkan belum ada yang siap (Wawancara, Kamis, 16 September 2021,
SMP 4 Siak Hulu ). Demikian juga pendapat yang disampaikan Bapak Munir,
anggota tim dari perangkat desa, dalam menyusun RPJM Desa Pandau Jaya
memang tidak ada mempedomani Renstra dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar, karena pada waktu itu renstranya masih belum siap, sehingga
tim juga tidak tahu program dari masing — masing satuan kerja perangkat daerah
tersebut yang masuk ke desa Pandau Jaya ( Wawancara, Selasa, 14 September

2021, Kanor Desa Pandau Jaya ).
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Dari hasil wawancara Peneliti dengan kedua informan tersebut diatas,
dapat diketahui bahwa penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya 2017 — 2023 tidak
bisa mengacu dan mempedomani rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
kabupaten Kampar, karena pada.saat penyusunan RPJM Desa, Renstra dari satuan
kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang dibutuhkan tim beluam ada yang
selesai. Sehingga tim tidak mengetahui program, kegiatan satuan kerja perangkat
daerah kabupaten Kampar yang masuk ke desa Pandau Jaya, dan ini bisa
mengakibatkan tumpang tindihnya atau tidak singkronnya RPJM Desa Pandau

Jaya dengan Renstra satuan kerja perangkat daerah tersebut.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang keselarasan RPJM Desa Pandau
Jaya dengan Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten
Kampar. Melalui wawancara peneliti dengan Ibu Ir. Nur’aini anggota tim dari
perangkat desa mengatakan hahwa dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya
tidak bisa mengacu dan mempedomani Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata
Ruang Wilayah kabupaten Kampar, karena pada waktu penyusunan RPJM Desa
Pandau Jaya Tahun 2017 — 2022 Kabupaten. Kampar belum lagi memiliki
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( Wawancara, Selasa, 14
September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya ). Demikian juga pendapat Bapak
Heriyanto sebagai anggota tim yang juga bekerja di Pemerintah Daerah
Kabupaten Kampar, menurut beliau pada saat penyusunan RPJM Desa Pandau
Jaya memang belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, peraturan daerah tentang ini baru

ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten
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Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kampar Tahun 2019 — 2039 ( Wawancara, Selasa, 21 September 2021, Dusun 1

Pandau Makmur ).

cbut dan dari

tim penyusun RPJM Desa Pandau™] elah melakukan penyelarasan dengan
rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten Kampar sebagaimana
terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kampar 2017 — 2022 ( Wawancara, Selasa, 21 September 2021, Dusun 1 Pandau
Makmur ). Dari penjelasan Bapak Heriyanto ini dan didukung dengan
dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tim penyusun RPJM Desa

Pandau Jaya telah melakukan penyelarsan dengan rencana pembangunan kawasan
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perdesaan kabupaten Kampar yaitu dengan cara mempedomani RPJM Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2017 — 2022. Berarti untuk tahapan ini sudah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikemukakan diatas.

Dari penjelasan. diatas dapat disimpulkan bahawa tidak semua arah
kebijakan pembangunan kabupaten Kampar bisa diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan = Jangka ..Menengah Desa” 'Pandau Jaya. Arah kebijakan
pembangunan yang bisa diselaraskan adalah dengan RPIMD Kabuaten Kampar
dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten Kampar. Sedangkan
yang tidak bisa diselaraskan oleh tim adalah dengan rencana strategis satuan kerja
perangkat daerah kabupaten Kampar dan rencana umum serta rinci tata ruang
wilayah kabupaten Kampar, karena pada saat dilakukan penyusunan RPJM Desa

dokumen yang berkaitan dengan itu belum ada.

c. Pengkajian Keadaan Deésa

Pengkajian keadaan desa adalah salah satu tahapan dalam menyusun
RPJM Desa sebagaimana diatur dalam paragraf ke 4 dari Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Pengkajian keadaan desa ini dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi
desa secara objektif. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyelarasan data
desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian
keadaan desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan
dalam musyawarah desa dalam rangka pentusunan perencanaan pembangunan
desa. Untuk mengetahui tentang pengkajian keadaan desa ini, maka peneliti telah

melakukan wawancara dengan beberapa orang informan penelitian.
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Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak YN anggota tim dari
tokoh masyarakat, beliau menjelaskan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau
Jaya telah melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana yang diatur dalam
Permendagri nomer 114 tahun.2014. Pengkajian keadaa desa dilakukan dengan
cara penyelarasan data desa melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data
desa dan membandingkan data-desa ‘dengan kondisi desa saat itu. Data desa
tersebut meliputi _sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa Pandau Jaya.
Kemudian hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa ( Wawancara, Senin, 20

September 2021, Kantor BPD Pandau Jaya ).

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi
dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa.
Kemudian hasil penggalian gagasan masyarakat ini, menjadi dasar bagi
masyarakat dalam  merumuskan usulan rencana kegiatan, yang meliputi
penyelenggaraan  pemerintahan.  desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan
tersebut dilakukan secara partisipatif menggunakan metode P3MD ( Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ), dan melibatkan seluruh unsur
masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa
dilakukan melalui musyawarah dusun yang didampingi tim penyusun RPJM Desa
( Wawancara dengan Bapak YN, Senin, 20 September 2021, Kantor BPD Pandau

Jaya).
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Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penggalian gagasan masyarakat
dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, yaitu dengan Kelompok
Tani, Kelompok Wanita Tani, PKK Desa, LPM Desa, Kader Posyandu, Karang
Taruna, LINMAS Desa dan..Pengurus Masjid/Mushalla.. Diskusi kelompok
dilakukan dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan
kelembagaan desa sebagai alat-kerja untuk menggali aspirasi masyarakat. Setelah
itu tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan- desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dari masyarakat
tersebut. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam format usulan rencana
kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian
tim menyusun-laporan hasil pengkajian keadaan desa yang.dituangkan dalam
berita acara dan melaporkan kepada Kepala Desa. Dari wawancara peneliti
dengan Bapak Kepala Desay-beliau mengatakan bahwa tim penyusun RPJM Desa
Pandau Jaya memang telah menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa
tersebut kepada' Kepala Desa, dan laporan tersebut juga sudah disampaikan
Bapak Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan.desa melalui Musyawarah Desa (

Wawancara, Senin, 13 September 2021, Kantor Kepala Desa Pandau Jaya ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dasmiarni anggota tim
perwakian perempuan, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 di Dusun 5 Sei
Tangon dan Bapak Benny Malindo perwakilan pemuda pada hari itu juga di
Dusun 2 Pandau Permai, keduanya mengatakan bahwa tim penyusun RPJM Desa

Pandau Jaya memang telah melakukan pengkajian keadaan desa sesuai dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014. Sebagai anggota tim,
kedua informan tersebut ikut memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam

pertemuan ditingkat kelompok dan dusun untuk menemukan potensi, masalah dan

kebutuhan mas gunaan sumber daya
desa
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melalui Musyawarah Desa. Deng dapat disimpulkan, bahwa dalam
menyusun RPJM Desa Pandau Jaya pada tahapan pengkajian keadaan desa, tim
sudah melaksanakannya sesuai dengan paragraf ke 4, pasal 12 sampai pasal 19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa.
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d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa ( MUSDES ) adalah proses musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemrintah Desa dan _.unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal - hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Desa ini merupakan langkah awal penyusunan program desa dalam
rangka penggalian gagasan:untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan
tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang
diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa
tertampung. Musyawarah Desa merupakan salah satu tahapan yang harus
dilakukan dalam penyusunan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam paragraf 5
Permendagri nomor 114 tahun 2014. Untuk .mengetahui apakah dalam
penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya ada atau tidak dilakukan Musyawarah

Desa, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan informan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kasman Simamora, SH, MH, Ketua
BPD Pandau Jaya Perode 2015 — 2020 menjelaskan, bahwa dalam rangka
penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya tahun 2017 — 2023 BPD Pandau Jaya telah
melaksanan Musyawarah Desa sebagaimana yang diatur dalam paragraf 5, pasal
20 sampai pasal 22 Permendagri nomor 114 tahun 2014. Musyawarah Desa ini
telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2018 yang bertempat di Aula Kantor
Desa Pandau Jaya, yaitu setelah BPD menerima laporan pengkajian keadaan desa
dari Kepala Desa ( Wawancara, Jum’at, 24 September 2021, Dusun 5 Sungai

Tangon ).
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Lebih lanjut Bapak Kasman Simamora mengatakan, hal — hal yang dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa tersebut adalah laporan hasil pengkajian
keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari
visi dan misi Kepala Desa,~dan_rencana.prioritas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun yang dibahas berkaitan dengan: laporan keadaan desa adalah daftar
masalah dan potensi dari sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan
desa. Sedangkan pembahasan arah kebijakan pembangunan desa berkaitan dengan
pengelolaan pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan kebijakan umum
anggaran. Pembahasan berikutnya adalah bidang . ‘sarana prasarana fisik,
ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, pemerintahan, kesehatan,
kelembagaan, kamtibmas, lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, pertanian,

peternakan, perikanan, hukum, pertanahan dan perindustrian perdagangan.

Menurut Bapak Kasman Simamora SH, MH, Musyawarah Desa
dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok membahas :
laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa

dengan pihak ketiga. Output dari musyawarah desa ini yaitu hasil kesepakatan
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dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman

bagi pemerintah desa Pandau Jaya dalam menyusun RPJM Desa.

Berdasarkan penjelasan informan tersebut dan dari dokumen yang ada,
dapat disimpulkan bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Pandau Jaya, Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya
telah melakukan musyawarah-'désa sesuai dengan paragraf 5 pasal 20 sampai
pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil kesepakatan dari musyawarah
desa tersebut  selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi

pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa..

e. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Mengacu pada indikator. yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini
dan sesuai dengan paragraf ke 6 pasal 23 dan 24 dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan
selanjutnya adalah “penyusunan RPJM Desa. “Untuk mengetahui proses
penyusunan RPJM Desa Pandau-Jaya ini, peneliti telah melakukan wawancara

dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui proses penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya, peneliti
telah melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya sebagai Ketua Tim (
Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya ), menurut beliau rancangan
RPJM Desa Pandau Jayaandau Jaya disusun berdasarkan berita acara hasil

kesepakatan dalam musyawarah desa tentang Penyusunan Rencana Pembangunan
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Desa yang telah dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa Pandau Jaya.

Selanjutnya tim membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM

Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa untuk disampaikan

Jaya tersel
Jangka Me
berdasarkan be acara kesepakatan arah desa tentang
- dalam format
a tentang hasil

men rancangan

tersebut. Berdasarkan hasil wawa peneliti dengan Kepala Desa diketahui
bahwa Kepala Desa telah memeriksa dokumen Rancangan RPJM Desa Pandau
Jaya yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya, kemudian
dokumen tersebut dijadikan bahan untuk melaksanakan musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Firdaus Roza, Kepala Desa Pandau Jaya, Senin, 21

September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).
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Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa yang

dilakukan oleh Kepala Desa Pandau Jaya setelah menerima berita acara dari Tim

Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah

desa, serta re
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f. Penyusunan Renca Pembangul a Melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan De

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa paragraf ke 7
menyebutkan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa. Untuk dapat mengetahui tentang Penyusunan

Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
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Desa Pandau Jaya tersebut, berikut di jabarkan hasil wawancara peneliti dengan

informan yang telah di tentukan.

erintah Desa,
BPD, Ketua etus ua R e asyarakat serta
5 5 dan disepakati
Rancangan | , 13 September

2021, Kanto

114 Tahun 2014 Tentang Pedoma pangunan Desa. Hal ini dapat dilihat
bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa Pandau Jaya telah di ikuti oleh Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Dalam Musrenbangdes itu

juga telah dibahas dan disepakati Rancangan RPJM Desa Pandau Jaya yang

dituangkan dalam berita acara.
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g. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Salah satu tahapan dalm penyusunan RPJM Desa sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

r 4

dau Jaya diketahui
Yo
a
o
F)
 la
g

bahwa Kepz

perbaikan

Dari hasil wawancara pene gan Kepala Desa Pandau Jaya diatas,
terlihat bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa, Kepala Desa Pandau Jaya telah mengarahkan tim penyusun
RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa dan
telah dijadikan lampiran rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa Pandau

Jaya. Setelah itu baru menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

untuk dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan
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Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM

Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya

‘gﬂ disusun oleh

GAANEY

disimpulkan bahwa didalam Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya
telah melakukan perbaikan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa seperti arahan dari Kepala Desa. Kemudian Rancangan
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau

Jaya telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan
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Permusyawaratan Desa dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pandau Jaya
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2017 — 2023 pada tanggal 27 Maret 2018. Ini menunjukkan bahwa dalam
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Pandau Jaya sudah
berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan-Desa paragraf ke 8 pasal 27.

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan semua informan,
serta berdasarkan dokumen yang ada dan hasil obseravsi, dapat diketahui bahwa
dalam Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 — 2023 pedoman yang
digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam melakukan penyusunan RPJM
Desa Pandau Jaya tahapan yang sudah dilaksanakan sebahagian besar sudah
sesuai dengan Permendagri tersebut,, yaiturpembentukan Tim Penyusun RPJM
Desa, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancnagan RPJM Desa, Penyusunan
Rencana Pembangunan Desa Melalui Musywarah. Rencana Pembangunan Desa
dan Penetapan RPJM Desa. Sedangkan yang belum sesuai dengan Permendagri
tersebut adalah tentang Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Kampar yang meliputi rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana
umum dan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kampar. Penyebab tim
tidak bisa melakukan penyelarasan pada waktu itu karena belum adanya dokumen

yang dimiliki satuan kerja perangkat daerah terkait dengan renstra dan belum
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adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kampar.

B. 1. 2 Faktor Penghambat Dalam Penyusunan RP Desa Pandau Jaya

eberapa faktor

017 — 2023

satu faktor
tidak adanya
ah Kabupaten
kepada perangkat

a Kepala Desa

-

ah )
=
2
3
>
pe)
9
<

=
5
<>
30
"%
S
g_*

selaku Ketua Tim dan Sekretaris Desa, dengan tidak adanya pendidikan
dan pelatihan penyusunan RPJM Desa maka sebagai Ketua Tim tidak bisa
berbuat banyak dalam penyusunan RPJM Desa (Wawancara, Senin 13

September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya ).

2. Kurangnya komputer pada saat dilakukan penyusunan RPJM Desa Pandau

Jaya, karena di kantor Desa Pandau Jaya hanya ada 1 (satu) komputer dan
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1 (satu) printer saja yang masih bisa dipakai. Itupun digunakan untuk

melayani masyarakat, tim hanya bisa bekerja diluar jam dinas Pemerintah

Desa Pandau Jaya, sehingga waktunya sangat terbatas dan terpaksa bekerja

angan Sarana

terutama dari

Camat Siak Hulu juga tidak ada melakukan koordinasi pendampingan
dalam rangka penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya. Akibatnya Tim
Penyusun RPJM Desa mengalami kesulitan ketika melakukan
penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar,
terutama ketika mendata dan memilih rencana program dan kegiatan

pembangunan Kabupaten Kampar yang akan masuk ke Desa Pandau Jaya
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dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ( Hasil wawancara dengan Bapak
Moh. Hujani S.Pd, anggota tim dari tokoh pendidikan, Kamis 16

September 2021, SMP Negeri 4 Siak Hulu ).

4. Seluruh Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya memiliki pekerjaan tetap
yang cukup menyita waktu, sehingga pengerjaan penyusunan RPJM Desa
hanya bisa dilakukan-ketika ada waktu“luang. Hal ini diketahui setelah
peneliti menanyakan kepada Bapak Safrul Rajab, SE, MM dan Bapak
Moh. Hujani S.Pd anggota tim dari tokoh masyarakat, beliau mengatakan
memang kami akui bahwa kami tidak begitu fokus dalam mengerjakan
penyusunan RPJM Desa secara tim, karena aktifitas kami sehari hari
adalah sebagai tenaga pengajar di _Perguruan Tinggi dan SMP. Dari
wawancara tersebut diketahui bahwa seluruh Tim Penyusun RPJM Desa
Pandau Jaya memiliki kestbukan-ain,tsehingga tanggung jawab terhadap
penyusunan RPJM Desa agak terabaikan. Kemudian berdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa
anggota tim yang betul — betul fokus dalam mengerjakan RPJM Desa
Pandau Jaya hanya yang berasal dari perangkat desa dan satu orang lagi
dari unsur masyarakat. Sedangkan anggota tim yang lain baru bias hadir
ikut bekerja disela — sela waktu luang mereka atau ketika ada undangan

rapat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor penghambat
dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya sehingga ada beberapa item dari

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang tidak bisa dilaksanakan dalam
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penyusunan RPJM Desa tersebut. Selaian itu karena keterbatasan sarana dan
prasarana yang ada serta keterbatasan waktu dari tim, maka penyusunan RPJM

Desa baru bisa diselesaikan dengan waktu lebih dari dua bulan.
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BAB VI

PENUTUP

Kampar pada

3 3 cana umum serta

rencana ri ‘ "-'. I5 ampar, karena pada saat

dilakukan dilaku q Q : MY a dokumen tersebut belum
Qe

selesai dibuat oleh satua gkat daerah kabupaten Kampar.

. Faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun

2017 - 2021 adalah tidak adanya pendidikan dan pelatihan tentang
penyusunan RPJM Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Kampar kepada Kepala Desa yang baru dilantik atau kepada perangkat
desa, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penyusunan

RPJM Desa, tidak adanya pendampingan yang dilakukan Pemerintah
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Daerah Kabupaten Kampar ataupun kooordinasi pendampingan oleh

Camat Siak Hulu, dan semua tim penyusun mempunyai pekerjaan tetap

yang cukup menyita waktu.

waktu dari yang akan diangkat.
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